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PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR PR-\TyetV | Tahun 2025
TENTANG
PEDOMAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
BENDAHARA UMUM NEGARA KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG
PERKERETAAPIAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2024 tentang
tata cara penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik
angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi,
Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) melakukan reviu terhadap usulan
kebutuhan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan
publik (public service obligation) angkutan orang dengan
kereta api;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan j.o Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, Inspektorat
Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) melakukan reviu terhadap Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara (RKA
Satker BUN);

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan reviu RKA Satker BUN
Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Perhubungan, perlu
disusun pedoman reviu RKA Satker BUN Kewajiban
Pelayanan Publik Bidang Perhubungan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan tentang Pedoman Reviu Rencana Kerja
Dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara
Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6850);

3. Peraturan...
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Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan
Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, Serta
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian
Milik Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban
Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang
Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan
Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 47);

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun
2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di
lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
618) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 699);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan
Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan
Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 456);

11. Peraturan...
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11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun
2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayananan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api
Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN REVIU RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA BENDAHARA
UMUM NEGARA KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG
PERKERETAAPIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberikan tugas untuk
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara

2. Satuan Kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut Satker BUN adalah unit
organisasi lini BUN yang melaksanakan kegiatan BUN
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran BUN.

3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA Satker
BUN adalah dokumen perencanaan anggaran Biaya
Anggaran BUN yang memuat rincian kebutuhan dana
baik yang terbentuk anggaran belanja maupun
pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban
pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
tahunan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran
BUN.

4. Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Angkutan Orang dengan Kereta Api yang selanjutnya
disingkat PSO adalah kewajiban Pemerintah untuk
memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada
masyarakat dengan tarif yang terjangkau.

5. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satker Bendahara
Umum Negara (Public Service Obligation) Angkutan Orang
dengan Kereta Api selanjutnya disebut Reviu RKA Satker
BUN PSO adalah penelaahan perencanaan
penganggaran BUN PSO angkutan orang dengan kereta
api oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
untuk memberikan keyakinan terbatas (limited
assurance) bahwa perencanaan penganggaran BUN telah
disusun sesuai dengan ketentuan penganggaran yang
berlaku.

6. Rencana...
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Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/Rencana
Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah
dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu)
tahun.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang
berasal dari Bagian Anggaran BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya
disebut KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja di
Kementerian Perhubungan yang memperoleh penugasan
dari  Menteri Keuangan untuk  melaksanakan
kewenangan dan tanggang jawab pengelolaan anggaran
yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.

Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran BUN yang
selanjutnya disebut PPK BUN adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh Pengguna Anggaran BUN/KPA BUN
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran BUN.

Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah pagu
anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan digunakan sebagai dasar penyusunan
rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA
BUN.

Catatan Hasil Reviu yang selanjutnya disingkat CHR
adalah dokumen hasil pelaksanaan reviu yang memuat
catatan-catatan koreksi yang ditemukan Auditor serta
saran perbaikan yang ditujukan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.

Laporan Hasil Reviu yang selanjutnya disingkat LHR
adalah Laporan resmi yang berisi ringkasan temuan,
analisis, Kesimpulan dan rekomendasi dari sebuah reviu
yang ditujukan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

Program Kerja Reviu yang selanjutnya disingkat PKR
adalah rangcangan prosedur dan Teknik reviu yang
disusun secara sistematis yang dilaksanakan oleh
auditor dalam kegiatan reviu untuk mencapai tujuan
reviu.

Kereta Api selanjutnya disingkat KA.

Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan.

Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal
Kementerian Perhubungan.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Perkeretaapian.

BABII...



BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP
REVIU RKA SATKER BUN PSO

Pasal 2
Maksud pedoman Reviu RKA Satker BUN PSO ini sebagai
acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan
hasil Reviu RKA Satker BUN PSO.

Pasal 3

(1) Tujuan Reviu RKA Satker BUN PSO adalah untuk
memberikan keyakinan terbatas (limited assurance)
mengenai keandalan dan keabsahan RKA Satker BUN
PSO kepada BUN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Sasaran Reviu RKA Satker BUN PSO adalah dokumen
perencanaan keuangan berupa RKA Satker BUN PSO
dan data pendukung yang telah disusun oleh KPA BUN
berdasarkan RKP, Pagu Anggaran BUN, dan Alokasi
Anggaran BUN.

Pasal 4

(1) Reviu RKA Satker BUN PSO dilaksanakan melalui
verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian RKA Satker
BUN PSO dengan dokumen pendukung yang disusun
oleh KPA BUN sebelum disampaikan kepada PPA BUN.

(2) Agar pelaksanaan Reviu RKA Satker BUN PSO dapat
berjalan dengan efisien dan efektif, Reviu RKA Satker
BUN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
secara paralel bersamaan dengan proses penyusunan
RKA BUN PSO.

Pasal 5
(1) Reviu RKA Satker BUN PSO dilaksanakan pada saat
penyusunan RKA BUN setelah ditetapkan Pagu
Anggaran BUN atau alokasi Pagu Anggaran BUN
(2) Dalam hal terdapat penyesuaian RKA BUN oleh KPA
BUN, Reviu RKA Satker BUN PSO dilaksanakan setelah
Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan.

Pasal 6
(1) Reviu RKA Satker BUN PSO tidak menambah tahapan/
layer proses perencanaan dan panganggaran Satker
BUN.

(2) Reviu RKA Satker BUN PSO sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap rencana
pengeluaran anggaran BUN yang diajukan oleh KPA
BUN.

Pasal 7...



Pasal 7
Reviu RKA Satker BUN PSO tidak memberikan dasar
untuk menyatakan pendapat dan tidak mengambil alih
tanggung jawab Direktorat Jenderal terhadap kebijakan
yang ditetapkan dalam proses penganggaran dan
kebenaran nilai anggaran yang diusulkan.

Pasal 8

Ruang lingkup Reviu RKA Satker BUN PSO meliputi:

a.

(1)
(2)

Kesesuaian nilai RKA Satker BUN PSO dengan Pagu
Anggaran BUN, Alokasi Anggaran BUN dan Pagu
APBN-Perubahan BUN; dan

Kelengkapan dokumen pendukung RKA Satker BUN PSO
antara lain dasar hukum penganggaran, KAK/TOR, RAB,
DIPA BUN, dan/atau dokumen pendukung lainnya yang
relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
OBJEKTIVITAS DAN KOMPETENSI
TIM REVIU RKA SATKER BUN PSO

Pasal 9
Reviu RKA Satker BUN PSO dilaksanakan oleh Tim Reviu
RKA Satker BUN PSO.
Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari Auditor Inspektorat Jenderal yang kompeten.

Pasal 10

Pelaksanaan Reviu RKA Satker BUN PSO dilaksanakan oleh
Tim Reviu RKA Satker BUN PSO dengan berprinsip pada
objektivitas.

Pasal 11

Kompetensi Tim Reviu RKA BUN PSO secara kolektif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) meliputi

oo
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memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
memahami tata cara penyusunan RKA BUN PSO;
memahami Bagan Akun Standar (BAS);

memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang
diteliti;

menguasai teknik komunikasi; dan

memiliki kemampuan analytical review.

BAB IV
TAHAPAN REVIU RKA SATKER BUN PSO BAB 1V...

Pasal 12

Tahapan Reviu RKA Satker BUN PSO, meliputi:

a.
b.
o

Tahap Perencanaan;
Tahap Pelaksanaan; dan
Tahap Pelaporan.

Pasal 13...



Pasal 13

Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

huruf a meliputi:

a. kegiatan untuk memilih dan menentukan objek Reviu
RKA BUN Satker PSO; dan

b. membuat usulan penugasan reviu, dan menyusun
Program Kerja Reviu RKA BUN Satker PSO sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 14
Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
huruf b mencakup kegiatan penelaahan dokumen RKA Satker
BUN PSO dan dokumen pendukung yang disampaikan KPA
BUN.

Pasal 15

Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf

¢ meliputi kegiatan penyusunan:

a. CHR sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan
Inspektur Jenderal ini; dan

b. LHR RKA Satker BUN PSO sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan Peraturan Inspektur Jenderal ini.

BAB V
TAHAP PERENCANAAN REVIU RKA SATKER BUN PSO

Pasal 16

Tahap Perencanaan berupa kegiatan persiapan Reviu RKA

Satker BUN PSO, Tim Reviu RKA Satker BUN PSO:

a. mengumpulkan dan mempelajari instrumen Kkriteria
yang akan digunakan dalam melakukan Reviu RKA
Satker BUN PSO yaitu:

1) dokumen RKP/dokumen perencanaan,

2) kebijakan pemerintah;

3) peraturan dan ketentuan yang terkait dengan
penyusunan RKA Satker BUN PSO; dan

4) peraturan terkait dengan tugas dan fungsi
Kementerian.

b. menyusun Program Kerja Reviu RKA Satker BUN PSO;

menyusun jadwal reviu RKA Satker BUN PSO; dan

berkoordinasi dengan unit Eselon I selaku KPA BUN
untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan
dengan penyusunan RKA Satker BUN PSO.

o0

Pasal 17

(1) Program Kerja Reviu RKA Satker BUN PSO sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16 huruf b digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan pada saat reviu RKA Satker BUN
PSO.

(2) Program Kerja Reviu RKA Satker BUN PSO sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ruang
lingkup Reviu RKA Satker BUN PSO.

BAB VI...



